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ABSTRAK

Andriza, Titi. 17043159/2017. “Analisis Hubungan Efektivitas, Efisiensi dan
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Bukittinggi Tahun 2010-2019”. Skripsi. Padang: Jurusan

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Pembimbing: Nelvirita SE., M.Si.,Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan
antara efektivitas, efisiensi dan kontribusi sektor pariwisata terhadap
pendapatan asli daerah kota Bukittinggi dari tahun 2010 sampai dengan
tahun 2019. Populasi penelitian ini adalah seluruh pajak dan retribusi
sektor pariwisata Kota Bukittinggi. kota Bukittinggi dengan menggunakan
metode teknik sampel. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif
dengan pendekatan deskriptif dan uji korelasi. Kebaruan penelitian ini
adalah mengkaji hubungan masing-masing variabel bebas terhadap
variabel  terikat sehingga dapat menjelaskan  lebih  detail
hubungan/hubungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
efektivitas sektor pariwisata di Kota Bukittinggi memiliki tingkat
efektivitas rata-rata 88% yang tergolong efektif dan memiliki hubungan
linier negatif sempurna terhadap pendapatan asli daerah, efisiensi sektor
pariwisata di Kota Bukittinggi memiliki efisiensi rata-rata. tingkat 14%
tergolong efisien dan memiliki hubungan linier positif sempurna terhadap
pendapatan asli daerah dan kontribusi sektor pariwisata Kota Bukittinggi
memiliki tingkat kontribusi rata-rata sebesar 43% yang tergolong
memberikan kontribusi baik dan memiliki hubungan linier sempurna

terhadap pendapatan asli daerah.
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Keywords :

The purpose of this study is to find out how the relationship between
the effectiveness, efficiency and contribution of the tourism sector to the
local revenue of the city of Bukittinggi from 2010 to 2019. The research
population is all taxes and levies on the tourism sector of the city of
Bukittinggi using the sample technique method. This study uses a
quantitative method with a descriptive approach and correlation test. The
novelty of this research is to examine the relationship of each independent
variable to the dependent variable so that it explains in more detail the
relationship/relationship. The results show that the effectiveness of the
tourism sector in Bukittinggi City has an average effectiveness level of 88%
which is classified as effective and has a negative perfect linear
relationship to local revenue, the efficiency of the tourism sector in
Bukittinggi City has an average efficiency level of 14% classified as
efficient and has Positive perfect linear relationship to local revenue and
contribution of the tourism sector Bukittinggi City has an average
contribution rate of 43% which is classified as making a good contribution
and has a perfect linear relationship to local revenue.

Effectiveness; Efficiency; Contribution; Tourism Sector; and Local

Government Revenue.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan kepada pemerintah daerah
untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 terkait Pemerintah Daerah, serta diperkuat dengan Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2000 terkait Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Daerah Otonom. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 terkait Otonomi Daerah yang berisikan pemerintah daerah diberikan
kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan segala urusan pemerintah mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi.
Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dengan tujuan
terciptanya kemandirian agar dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri sesuai
dengan potensi pendapatan asli daerah tersebut sehingga tercapainya efektivitas
serta efisiensi penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan kontribusi
pelayanan terhadap masyarakat memunculkan dampak terhadap pembangunan
daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menunjang perekonomian nasional.

Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam perekonomian nasional salah
satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk
memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan serta

mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat. PAD merupakan salah satu



indikator penting dalam mengatur keberhasilan pencapaian dalam penyelenggaraan
otonomi daerah, semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin tinggi pula
kemampuan daerah dalam pengelolaan daerahnya yang dapat menjadi sebuah bukti
maksimal atau tidaknya pengelolaan otonomi daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah terdiri atas hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah diatur pemungutannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Penerimaan beberapa sektor di setiap daerah diharapkan
dapat mendukung asal pembiayaan daerah pada penyelenggaraan pembangunan
daerah, sebagai akibatnya dapat membantu menaikkan dan pemerataan
perekonomian serta kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah. Upaya
peningkatan PAD salah satunya melalui peningkatan efisiensi sumber daya dan
sarana yang terbatas serta efektifitas pemungutan melalui mengoptimalkan potensi
yang ada dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya
memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku (Mardiana, 2021).

Tujuan PAD tercantum dalam Bab Il UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 3 ayat 1 tertera bahwa
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemda untuk melakukan
pendanaan terhadap pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah
sebagai perwujudan desentralisasi. Pajak daerah dan retribusi daerah juga menjadi
komponen penting dalam sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi



daerah menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting berperan dalam pembangunan daerah serta
pembiayaan penyelenggaraan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang
nyata, luas dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan bahwa pajak daerah dan retribusi
daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam pembiayaan
pelaksanaan pemerintah daerah.

Adanya upaya peningkatan pendapatan daerah penting dilakukan salah
satunya melalui peninjauan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah.
Retribusi merupakan pungutan sebagai pemberian izin khusus atau pembayaran
jasa dari pemerintah daerah terhadap badan ataupun pribadi. Retribusi terbagi tiga
jenis yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu (Sari,
2014).

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat
yang berjulukan Kota Wisata dengan berbagai sektor pariwisata terdiri atas hotel-
hotel, restoran, hiburan dan penggerak di bidang pariwisata. Kota ini mengambil
kebijakan yang bijaksana dengan memberikan kewenangan dalam berinovasi
terkait pariwisata daerah yang berkomitmen melalui anggaran dalam mengambil
manfaat sebagai peningkatan pendapatan asli daerah terdiri atas sektor pendidikan
sektor kesehatan, sektor perdagangan dan jasa serta sektor kepariwisataan.
Sedangkan melalui peran sektor pariwisata berupa gerak lingkup berbagai
aktivitas ekonomi yang berkaitan langsung dengan pariwisata. Pemerintah
memperlihatkan upaya yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan asli
daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah yang berasal dari

dana komponen pendapatan asli daerah di bidang pariwisata. Adanya
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perkembangan sektor pariwisata menunjukkan peran aktif yang mendukung
peningkatan pendapatan asli daerah terkhusus bagi pariwisata berbasis bisnis dari
tingkatan kecil hingga tingkatan yang besar (Dritsakis, 2004). Melalui objek ini dari
segi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran serta retribusi sektor pariwisata
adapun upaya peningkatan pendapatan melalui pajak ataupun retribusi sektor
pariwisata akan berhasil bila pemerintah daerah menunjukkan itikad yang benar
dalam meningkatkan pelayanan publiknya yang memperlihatkan dalam proporsi
belanja pembangunan serta dapat menjadi penghasil devisa tertinggi (Julastiana,
2012). Tentu dengan adanya sumbangan tersebut terjadi pengelompokan baik
target, realisasi dan biaya operasional/ biaya pungutan dalam pelaksanaan
pengumpulan sumbangan sektor pariwisata dengan memberikan dampak baik skala
kecil ataupun besar.

Lingkup sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang memiliki
subsektor dalam pengembangan berdasarkan asal pendapatan daerah bersifat unik,
komplek menggunakan industri-industri klasik, industri kerajinan, transportasi,
cendera mata, penginapan, multidimensi baik sosial, ekonomi, fisik, budaya dan
politik. Dari segi ekonomi, pariwisata menciptakan permintaan konsumsi ataupun
investasi yang gilirannya menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Terkait
pemenuhan permintaan dibutuhkan adanya investasi di bidang transportasi dan
komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan produk
konsumen, industri jasa rumah makan dan sebagainya. Program pengembangan dan
eksploitasi sumber daya dan potensi pariwisata diharapkan memberikan sumbangan
yang lebih dalam pembangunan ekonomi baik skala mikro ataupun makro (Luciana,
2021). Perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi sektor pariwisata ini sebagai
sarana memperlihatkan adanya peningkatan atau penurunan, tercapai atau tidaknya

dalam hal pengelolaan sektor pariwisata oleh pemerintah daerah terhadap
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pendapatan asli daerah (Setiono, 2018). Sehingga peneliti tertarik mengukur tingkat
efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak dan retribusi sektor pariwisata Kota
Bukittinggi tahun 2010-2019 serta hubungannya terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian yang dilakukan Jaya et all., (2019) berjudul Pengaruh Efisiensi
dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam
yangmenjelaskan kedua variabel independen memberikan pengaruh signifikan
terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam sehingga dapat disimpulkan bahwa
adanya dampak dalam peningkatan jumlah pendapatan asli daerah Kota Batam.
Efisiensi penerimaan pajak hotel dalam kategori sangat efisien tahun 2013-2018
dengan rata- rata sebesar 47,87% yang artinya setiap satu satuan biaya yang
digunakan dalam pengumpulan pajak akan menghasilkan 47,87% sedangkan
untuk efektivitasnya rata-rata tergolong kategori sangat efektif. Saran untuk
penelitian ini adanya penambahan variabel dan melanjutkan penelitian dengan
tahun-tahun berikutnya ataupun bisa menambah objek penelitiannya.

Penelitian selanjutnya oleh Kritianti (2017) dengan judul Efektivitas Pajak
Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak
Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganyuk Tahun 2013-2016
memaparkan bahwa keempat variabel independen berpengaruh terhadap variabel
dependen. Dijelaskan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran memiliki
pengaruh terhadap PAD sehingga pemungutannya tentu sudah dilakukan secara
efektif, efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tersebut mengukur hubungan
antara hasil pungutan dengan potensi pada pajak itu sendiri yang jika pemungutan
dilakukan secara efektif maka mengoptimalkan penerimaan sehingga
meningkatkan pendapatan asli daerah. Begitu juga dengan kontribusi pajak hotel
dan pajak restoran memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan

besarnya sumbangan yang diberikan sehingga peranannya terhadap PAD juga
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semakin besar. Saran penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel serta
pengembangan objek penelitian yang masih sinkron dengan penelitian ini

menambahkan untuk meneliti tahun-tahun selanjutnya.

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini tak lepas dari ingin memberikan
pengembangan serta menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh peneliti
sebelumnya dengan berbeda objek penelitian, lokasi pengujiannya serta
penggunaan metode pengujiannya yakni analisis linear sederhana dan korelasi
sederhana. Penelitian ini meneliti Kota Bukittinggi yang berada di kawasan
Sumatera Barat yang sedang gencar dalam menunjang perkembangan pariwisata
serta ekonomi kreatif agar terjadi peningkatan pemasukan daerah dari tahun ke
tahun. Harapannya penelitian ini menghasilkan output penelitian yang sama atau
memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang peninjauannya melalui
variabel penelitian efektivitas, efisiensi dan kontribusi yang dapat memberikan
relevansi hasil penelitian yang terbaru supaya dapat digunakan oleh penelitian
selanjutnya. Maka, tujuan peneltian ini menganalisis serta mengetahui hubungan
tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat kontribusi sektor pariwisata
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi tahun 2010-2019. Berdasarkan
fenomena di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul
“Analisis Hubungan Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Sektor Pariwisata

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2019”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang

akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat hubungan antara efektivitas sektor pariwisata dengan

pendapatan asli daerah?



2. Apakah terdapat hubungan antara efisiensi sektor pariwisata dengan

pendapatan asli daerah?

3. Apakah terdapat hubungan antara kontribusi sektor pariwisata dengan

pendapatan asli daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hubungan tingkat efektivitas sektor pariwisata KotaBukittinggi
tahun 2010-2019 terhadap pendapatan asli daerah.

2. Mengetahui hubungan tingkat efisiensi sektor pariwisata KotaBukittinggi
tahun 2010-2019 terhadap pendapatan asli daerah.

3. Mengetahui hubungan tingkat kontribusi sektor pariwisata KotaBukittinggi

tahun 2010-2019 terhadap pendapatan asli daerah.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna

bagi semua pihak, khususnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat menambah cakrawala dan pengetahuan berfikir dalam
pengembangan wawasan terkait sektor publik berupa sektor pariwisata dan
pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah dan sebagai media ajang ilmiah
penerapan teori yang diperoleh dalam masa perkuliahan dengan penerapannya
di lapangan.

2. Bagi akademik, dapat menambah wawasan yang dijadikan sebagai bahan
referensi penelitian berikutnya serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu
pengetahuan.

3. Bagi pemerintah, dapat dijadikan gambaran terkait perkembangan sektor

pariwisata yang lebih baru, sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah
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(Pemda) dalam menetapkan suatu kebijakan terbaru terkait sektor publik

terkhusus bidang pariwisata.



BAB 11
KAJIAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, PENURUNAN

HIPOTESIS, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Teori Stewardship/Stewardship Theory

Menurut Donalson dan Davis (1989) dalam Raharjo (2007) stewardship
theory diperkenalkan sebagai teori yang didasarkan terhadap premis dan perilaku.
Teori ini menjelaskan adanya kesuksesan dan kepuasan organisasi, yang
menjelaskan para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu tetapi lebih
tertuju kepada sasaran dan mengutamakan output untuk kepentingan organisasi.
Pemerintah selaku steward yang berkedudukan sebagai pengelola sumber daya dan
rakyat sebagai principal pemilik sumber daya. Organisasi sektor publik memiliki
tujuan memberikan pelayanan/jasa kepada publik dengan pertanggungjawaban
yang penuh terhadap masyarakat (publik). Mengacu terhadap teori stewardship,
perilaku steward merupakan tergolong kolektif yang menyesuaikan dengan tujuan
organisasi. Perilaku ini akan memberikan suatu profit terhadap principal termasuk
side owner melalui dampak positif yang diberikan (Raharjo, 2007).

Pendekatan teori ini berawal dari ilmu psikologi dan sosiologi yang didesain
agar membentuk suatu perilaku yang mengacu ke arah prilaku melayani. Steward
serta melindungi serta memaksimumkan shareholder melalui kinerja perusahaan.
Sudaryo (2017) menyatakan stewardship theory adalah situasi manajemen

berprilaku berdasarkan kepentingan pemilik/masyarakat dan bertindak dengan



pertimbangan secara logis dan nyata dalam memprioritaskan kepentingan lingkup
luas untuk mencapai tujuan organisasi.

Pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan
pajak dan retribusi yang tergabung dalam sektor pariwisata atau bisa disebut dengan
subsektor pariwisata baik mengelola ataupun bertanggung jawab atas pengelolaan
daerahnya masing-masing. Implikasi teori terhadap penelitian ini yakni eksistensi
memposisikan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dipercayakan dalam hal
pengelolaan, membuat pertanggungjawaban keuangan atas penyajian realisasi
pendapatan daerah serta menampung berbagai aspirasi dan suara masyarakat
sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang menghasilkan good governance

dalam pengelolaan sektor pariwisata (Anisa, 2012).

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut menurut
peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis PAD
yaitu pajak daerah, retribusi daerah, output pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu, sumber-
sumber PAD sepatutnya dicari secara terus menerus supaya dipakai menjadi
pembiayaan pengeluaran rutin dan otonomi daerah.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 terkait pajak daerah dan retribusi
daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah (PAD)
merupakan sumber pembiayaan daerah dari daerah yang bersangkutan, pajak
daerah dan pengelolaan administrasi yang terpisah dari properti serta hasil utama

non-hukum yurisdiksi Ini berusaha untuk mengidentifikasi kapasitas daerah dari
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perspektif keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah
pusat. Apabila melihat struktur pendapatan daerah, maka struktur pendapatan
daerah menjadi penting dengan kata lain, semakin besar wilayahnya, semakin besar
tanggung jawab dapat diambil oleh wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil
komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka sentra
terhadap pusat semakin besar (Ifa, 2017). Adanya peningkatan penerimaan
pendapatan asli daerah akan membuat kondisi kelancaran pembangunan di berbagai
sektor seperti pembangunan fasilitas umum, jalan dan fasilitas lainnya. Pendapatan
asli daerah dapat dialokasikan untuk kegiatan publik yang merupakan salah satu
harapan masyarakat kepada pemerintah pada era desentralisasi fiskal (Kawa, 2011).
Menurut Halim (2010), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri
yang dipungut menurut peraturan daerah sinkron menggunakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan
kategori sangat krusial yaitu sektor ini bisa meninjau sejauh mana daerah dapat
membiayai aktivitas pemerintah dan pembangunan daerah. Menurut Bastian (2002)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari
Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan berdasarkan Laba Perusahaan
Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah. Rumus untuk
menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu: PAD = Pajak daerah + Retribusi
daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD
yang sah.

Berdasarkan yang tercantum dalam Bab 1l UU Nomor 33 Tahun 2004

mengenai Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 3 ayat 1
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tertera bahwa tujuan PAD menaruh wewenang kepada Pemerintah Daerah perihal

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai

perwujudan desentralisasi. Dalam peraturan ini menjelaskan PAD terdiri dari:

a.

b.

C.

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (mencakup output penjualan
kekayaan daerah yang dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan,
ataupun bentuk lain sebagai hasil penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau
jasa oleh daerah.

Menurut Mosal (2013) Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor

33 Tahun 2004 memaparkan sumber-sumber PAD terdiri atas:

1. Hasil Retribusi Daerah

2. Hasil Pajak Daerah

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Halim (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1) Pajak Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Kabupaten/ Kota

b. Pajak Provinsi

2) Retribusi Daerah, terbagi menjadi: Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum,

dan Retribusi Perijinan Tertentu.
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3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan hasil perusahaan milik
daerah.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang absah, misalnya: hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau eksploitasi
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan
ganti rugi, laba selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi,
potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/ atau pengadaan
barang dan atau jasa oleh suatu daerah.

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa pendapatan daerah terdiri atas
komponen, yaitu:

1) Pendapatan Transfer

2) Pendapatan Asli Daerah

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun
2004 pasal satu ayat 18 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemda dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan
pendapatan diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sukardi (2011) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan pada Daerah (Deppen RI, 1992),

menjelaskan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah mencakup pajak hiburan, pajak hotel dan restoran, pajak
penerangan jalan, pajak reklame, pajak bahan galian golongan C, pajak air

bawah tanah dan air permukaan, tunggakan pajak dan denda pajak.
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2. Hasil retribusi daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan
persampahan, porto cetak akte dan KTP, biaya pasar, parkir, pengujian
kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, terminal, pesanggrahan,
rumah potong hewan, penyedot kakus tempat rekreasi dan olah raga, penjualan
bisnis daerah, ijin mendirikan gangguan, ijin bangunan, ijin trayek.

3. Hasil perusahaan daerah meliputi perusahaan air minum, bank pembangunan
daerah BPR/BKK.

4. Lain-lain bisnis daerah yang sah meliputi hasil penjualan milik daerah, jasa giro,
ganti rugi atas kekayaan daerah.

Menurut Kristianti (2019), pendapatan sektor pariwisata bersumber dari
retribusi daerah melalui biaya pungutan, biaya berbagai objek wisata, serta
penyewaan gedung olahraga dan seni serta sektor pariwisata juga memberikan
pendapatan lain bagi pemerintah melalui pungutan pajak seperti hotel, pajak
restoran, pajak hiburan dan retribusi ataupun pajak lainnya yang disesuaikan
dengan ketentuan masing-masing daerah.

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah. Rumus PAD vyaitu total pajak daerah + total retribusi
daerah + total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain — lain

pendapatan daerah yang sah.

3. Efektivitas
Menurut Djumhana (2007), efektivitas merupakan suatu keadaan yang
mendeskripsikan tingkat pencapaian output program sesuai target yang ditentukan

atau dapat diartikan secara sederhana yaitu perbandingan antara outcomes dengan
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output. Halim (2004) menyampaikan efektivitas dapat memperlihatkan bahwa
hubungan interaksi keluaran suatu pertanggungjawaban menggunakan suatu
pencapaian yang direncanakan dengan kondisi semakin besar keluaran yang
diperoleh terhadap nilai pencapaian target. Efektivitas yang tergambarkan pada
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah cerminan atas kemampuan pemerintah
daerah pada pelaksanaan realisasi perencanaan pendapatan asli daerah yang
dibandingkan menggunakan sasaran yang ditetapkan sinkron menggunakan potensi
riil suatu wilayah (Puspitasari, 2014). Devas, et all., (1998) menjelaskan efektivitas
dapat diartikan juga sebagai hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengelola
keuangan daerahnya mesti sedemikian rupa sehingga program yang direncanakan
dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan alokasi biaya seminim
mungkin dalam rentang waktu yang secepatnya.

Efektivitas menerangkan keberhasilan ataupun kegagalan pada pencapaian
tujuan yang bisa dikatakan pula efektif adalah refleksi dari output. Efektivitas
berbanding lurus dengan pencapaian tujuan atau dapat dikatakan sebagai target
kebijakan (hasil guna) yang dimaknai dengan hubungan antara keluaran terhadap
tujuan yang memang harus dicapai. Indikator efektivitas menggambarkan secara
jelas jangkauan sebab-akibat serta dampak (outcome) dari keluaran program dalam
mencapai targetnya, semakin besar kontribusi output yang dihasilkan pada

sasarannya maka semakin efektif suatu kinerja unit organisasi (Mardiasmo, 2002).
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Yoduke (2015) menjelaskan efektivitas dikatakan menjadi interaksi antara output
yang dibutuhkan menggunakan output sesungguhnya dicapai atau interaksi hasil
dengan tujuan. Apabila organisasi sudah berhasil mencapai tujuan, maka
organisasi bisa dikategorikan kedalam kategori efektif. Efektivitas tidak
menyatakan besarnya biaya yang sudah dianggarkan tetapi hanya melihat sejauh
mana suatu program/aktivitas sudah mencapai tujuan yang ditetapkannya.
Menurut Halim (2010), efektivitas merupakan interaksi antara hasil sentra
dan tanggungjawabnya dan tujuannya, semakin besar kontribusi hasil terhadap
tujuan semakin efektiflah satu unit tersebut. Dapat disimpulkan efektivitas juga
suatu keadaan yang menggambarkan taraf keberhasilan yang diukur menurut
kualitas, kuantitas dan waktu sesuai yang direncanakan serta menyebutkan data
yang akan diteliti dari efektivitas berupa efektivitas penerimaan realisasi daerah
besarnya peningkatan efektivitas pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan dan

retribusi dapat dihitung menggunakan rumus:

. Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata (PHR dan Retribusi)
Efektivitas= - — ——x100%
Target Peneriman Pendapatan Sektor Pariwisata (PHR dan Retribusi)

Muhktar (2016) menyatakan suatu pekerjaan dikategorikan efektif jika
pekerjaan tersebut dapat merealisasikan tujuan yang direncanakan. Tentu
efektivitas tidak hanya memberikan kesan atau pengaruh tetapi juga berhubungan
terhadap tujuan, tata cara ataupun metode, fasilitas beserta prasarana juga ikut
memberikan pengaruh sehingga disimpulkan efektivitas lebih terfokus pada hasil
akhir.

Mahmudi (2011) menyatakan bahwa efektivitas yaitu suatu interaksi antara
keluaran menggunakan tujuan atau target yang harus dicapai. Semakin besar output

yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka
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semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Klasifikasi taraf efektivitas
sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian di atas 100% dikategorikan sangat efektif.

2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% dikategorikan efektif.

3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% dikategorikan cukup efektif.

4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% dikategorikan kurang efektif.

5. Tingkat pencapaian di bawah 60% dikategorikan tidak efektif.

Martoyo (1998) mendefinisikan efektivitas menjadi suatu kondisi atau
syarat dalam memilih tujuan yang perlu dicapai dan sarana yang akan dipakai serta
kemampuan yang dimiliki adalah digolongkan menjadi tepat, sebagai akibatnya
tujuan yang diinginkan bisa dicapai menggunakan output yang memuaskan. Dapat
dirangkum bahwa efektivitas berfungsi sebagai alat ukur hubungan antara output
pungutan suatu pajak atau retribusi menggunakan potensi pajak atau retribusi itu
sendiri. Sedangkan efektivitas sektor pariwisata merupakan suatu alat pengukur
interaksi antara output pungutan pajak dan retribusi sektor pariwisata dan potensi

sektor pariwisata (Karina, 2016).

4. Efisiensi

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (1992) efisiensi
merupakan perbandingan sumber dan hasil atau masukan dengan keluarannya
sehingga dapat menunjukkan keberhasilan dari segi besarnya sumber yang
digunakan atau biaya yang dikeluarkan dalam mencapai target dari kegiatan yang
dilaksanakan atau pada dasarnya merupakan ukuran optimalisasi penggunaan

sumber sebagai upaya mencapai tujuan organisasi.
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Menurut Halim (2010) Efisiensi merupakan suatu gambaran terkait besaran
biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendapatan dengan pendapatan realisasi

yang diterima. Suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisien jika :

1). Menggunakan sumber atau biaya atau masukan sama untuk menghasilkan
keluaran yang lebih besar.

2). Menggunakan sumber atau biaya atau masukan yang lebih kecil untuk
menghasilkan keluaran yang sama.

Menurut Mardiasmo (2002), Pengertian efisiensi berkaitan erat dengan
konsep produktivitas yang mana efisiensi dengan menggunakan perbandingan
output yang telah dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output),
Sehingga kategori efisiensi apabila suatu hasil produk atau output kerja tertentu
dapat tercapai melalui dana dan sumber daya yang seminim-minimnya (spending
well). Dijelaskan juga bahwa indikator efisiensi mendeskripsikan kaitan antara
masukan sumber daya suatu organisasi seperti biaya administratif, staf dan upah
serta hasil keluarannya. Informasi dari indikator tersebut terkait konversi masukan
menjadi keluaran yakni proses internal dan efisiensi.

Menurut Mahmudi (2011) efisiensi merupakan hubungan antara output
berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan

sehingga menghasilkan output tertentu. Rumus perhitungan efisiensi yaitu:

o Biaya Pemungutan Sektor Pariwisata (PHR dan Retribusi)
Efisiensi= — . . ——x 100%
Realisasi Peneriman Pendapatan Asli Daerah (PHR dan Retribusi)

Klasifikasi kriteria efisiensi dapat dimaknai sebagai berikut:
1) Tingkat pencapaian di atas 40% dikategorikan tidak efisien.

2) Tingkat pencapaian antara 31% - 40% dikategorikan kurang efisien.
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3) Tingkat pencapaian antara 21% - 39% dikategorikan cukup efiesien.
4) Tingkat pencapaian antara 10% - 20% dikategorikan efiesien.
5) Tingkat pencapaian di bawah 10% dikategorikan sangat efisien.

Pemerintah daerah dikategorikan melaksanakan pemungutan secara efisien
dalam kondisi jika rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100% yaitu
semakin kecil rasio efisiensi maka semakin baik tingkat efisiensi pemerintah.
Namun semakin besar rasio efisiensi maka semakin buruk tingkat efisiensi
pemerintah. Adapun perlunya pemerintah daerah semestinya cermat dalam hal
perhitungan biaya yang dikeluarkan dalam merealisasikan seluruh pendapatan yang
diterima (Mahmudi, 2011). Tak hanya itu, kondisi tersebut berguna walaupun
pemerintah daerah telah berhasil merealisasikan sesuai target ataupun sasaran yang
telah ditetapkan agar tampaknya arti keberhasilan dari besarnya biaya yang
dikeluarkan realisasi pendapatan yang diterima lebih besar daripada realisasi target
penerimaan pendapatan tersebut (Putri, 2010).

Acuan yang telah dijelaskan dapat digunakan dalam pengukuran efisiensi
termasuk untuk penelitian ini dengan melakukan pengukuran terhadap efisiensi
pariwisata agar dapat terlihat kecenderungan efisiensinya apakah semakin naik
ataupun turun, atau justru relatif sama dengan tetap mengkategorikan semakin kecil
rasio efisiensi maka Kinerja pariwisata semakin baik (Danyanto, 2016).

Menurut Oktarina (2010), Apabila dikaitkan terhadap penerimaan sektor
pariwisata yang terdiri atas pajak hotel, pajak hiburan, pajak estoran dan retribusi,
maka dapat dikatan efisiensi menyangkut:

1. Cara/ ketentuan/ketetapan dalam mengelola pajak hotel/pajak restoran/pajak

hiburan dan retribusi (tidak membuang biaya).
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2. Kemampuan menjalankan tugas pemungutan pajak hotel/pajak restoran/pajak
hiburan dan retribusi dengan baik.

3. Penggunaan jumlah lembaga/bahan yang sesuai standar yang sudah ditetapkan.

4. Perbandingan output (nilai realisasi penerimaan) dengan input (biaya, tenaga,
sarana dan teknik/tata cara) dalam suatu proses.

5. Kontribusi

Kata kontribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan iuran uang
atau sumbangan. Merujuk pada makna tersebut secara umum kontribusi dapat
dijelaskan sebagai daya dukung atau sumbangsih terhadap suatu hal yang
memberikan peran atas pencapaiannya yang lebih baik (KBBI, 2021).

Menurut Alhira 2016, kontribusi dalam Bahasa Inggris yaitu contribute,
contribution yang artinya keikutsertaan, melibatkan diri, ketertiban ataupun
sumbangan. Sehingga dapat dimaknai sebagai suatu objek yang berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektivitas diberbagai bidang. Kontribusi diberikan
sebagai sarana peningkatkan efisisensi dan efektivitas. Hal ini dilakukan dengan
cara mempertegas posisi perannya, supaya tepat sesuai dengan kompetensi yang
akan dicapai. Menurut Karina (2016), kontribusi dapat diartikan sebagai sesuatu
yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan biaya atau
kerugian tertentu secara bersama.

Kontribusi dapat diartikan juga sebagai bantuan nyata berupa bantuan
tenaga, bantuan uang/materi, bantuan pemikiran dan berbagai macam bantuan
lainnya yang ditujukan pada kegiatan/aktivitas tertentu untuk membantu suksesnya
mencapai tujuan bersama beserta target yang sudah direncanakan sebelumnya

(Puspitayanti, 2019).
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Mosal (2013) menyatakan kontribusi yang diberikan dapat meningkatkan
efisisensi dan efektivitas sesuai dengan hal yang dilakukan dengan cara
menajamkan posisi perannya agar tepat sesuai dengan kompetensi yang
ditargetkan. Mahmudi (2016) mengemukakan semakin besar hasil kontribusi
berarti semakin besar pula peranan pajak/retribusi terhadap PAD dalam dampak
memberikan peningkatan, begitupun sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu
kecil dapat disimpulkan peranan pajak/retribusi terhadap PAD. Adapun rumus

perhitungan kontribusi yaitu:

Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata (PHR dan Retribusi)
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi = x 100%

Klasifikasi kriteria kontribusi dapat dirincikan sebagai berikut:
1) Tingkat pencapaian antara 0% - 10% tergolong sangat kurang.
2) Tingkat pencapaian antara 10% - 20% tergolong kurang.

3) Tingkat pencapaian antara 20% - 30% tergolong sedang.

4) Tingkat pencapaian antara 30% - 40% tergolong cukup baik.
5) Tingkat pencapaian antara 40% - 50% tergolong baik.

6) Tingkat pencapaian di atas 50% tergolong sangat baik.

6. Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1979, pariwisata
adalah perwujudan dari cipta insan, rapian hayati seni budaya dan sejarah bangsa
tempat atau keadaan alam yang akan memiliki daya tarik untuk dikunjunginya.
Selain itu, pariwisata adalah suatu tanda-tanda sosial yang sangat kompleks
menyangkut insan seutuhnya dan memiliki banyak aspek yaitu aspek sosiologis,

psikologis, ekonomis, ekologis, dan sebagainya. Aspek yang menjadi perhatian
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khusus dapat dikategorikan satu-satunya aspek krusial yaitu aspek ekonomisnya,
dapat dimaknai menjadi setiap perjalanan wisata orang harus mengeluarkan biaya
yang nantinya diterima oleh orang-orang yang menyelenggarakan angkutan,
menyediakan banyak sekali jasa-jasa, atraksi dan lain-lainnya sebagai akibatnya
daerah yang dikunjungi wisatawan mendapatkan laba ekonomis yang nantinya
sebagai tujuan pembangunan pariwisata (Setianingsih, 2006). Menurut Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1990 mengenai kepariwisataan pasal satu disebutkan
pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk
pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha yang terkait di bidang tersebut.
Sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, pariwisata adalah
perwujudan cipta insan, tata hidup seni budaya serta sejarah bangsa tempat atau
keadaan alam yang sanggup mempunyai daya tarik untuk dikunjunginya (Nuraina,
2014).

7. Objek Wisata

Objek wisata wajib didesain dan dibangun ataupun dikelola secara
profesional sebagai akibatnya bisa menarik wisatawan untuk datang. Menurut Sari
(2014), objek wisata adalah potensi pendukung pemancing datangnya wisatawan
ke suatu wilayah tujuan wisata dengan unsur krusial misalnya daya tarik, prasarana
wisata, prasarana akomodasi, prasarana pendukung, wahana wisata, infrastruktur.
Potensi wisata bisa diartikan sebagai kemampuan daerah yang mungkin pada suatu
daerah dimanfaatkan untuk pembangunan meliputi alam dan insan.

Pembagian objek wisata didasarkan oleh :

a. Adanya aksebilitas yang tinggi agar dapat mengunjunginya.
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b. Adanya sumber daya yang dapat menyebabkan rasa senang, indah, nyaman dan
bersih.

c. Objek wisata alam memiliki daya tarik tinggi disebabkan keindahan alam
sungai, pegunungan, pantai, hutan dan sebagainya.

d. Adanya karakteristik spesifik yang bersifat langka.

e. Objek wisata budaya memiliki daya tarik tinggi lantaran mempunyai nilai
khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang

terkandung pada suatu objek buah karya manusia pada masa lalu.

8. Retribusi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga bersumber meliputi retribusi atau
perizinan yang diperbolehkan undang-undang. Menurut Mardiasmo (2011)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah menjelaskan retibusi daerah yang disebut sebagai retribusi adalah
pungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran biaya atas jasa ataupun
pemberian izin khusus disediakan atau diberikan pada pemerintah daerah untuk
kepentingan perseorangan atau entitas/badan. Retribusi sektor pariwisata yaitu
pungutan yang dibebankan kepada rakyat atas jasa atau pemberian izin tertentu
untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diberikan oleh pemerintah daerah
dalam sektor pariwisata (Jariyah, 2020).

Pengertian retribusi daerah kemudian dijelaskan kembali dalam Peraturan
Daerah (PerDa) Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2011, retribusi merupakan
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan
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atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orang langsung atau badan.
Jenis — jenis retribusi jasa umum adalah :
1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
2. Retribusi Pelayanan Kesehatan
3. Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akte
4. Mayat
5. Retribusi Pelayanan Pemekaran dan Penguburan
6. Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
7. Catatan Sipil
8. Retribusi Air Bersih
9. Retibusi Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran
10. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
11. Retribusi Pelayanan Pasar
12. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
13. Retribusi Penggantia Biaya Cetak KTP
Selanjutnya retribusi jasa usaha adalah retribusi yang disediakan oleh
pemerintah daerah menggunakan prinsip komersial pada dasarnya dapat
disuguhkan oleh sektor swasta. Pendapat lain juga menyatakan retribusi jasa usaha
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan (Ifa, 2017).
Pembagiannya terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
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2. Retribusi Pasar atau Pertokoan

3. Retribusi Terminal

4. Retribusi Tempat Penitipan Anak

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Retribusi Penginapan / Persinggahan Villa

7. Retribusi Penyedotan Kakus

8. Retribusi Rumah Potong Hewan

9. Retribusi Tempat Pendaftaran

10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga

11. Retribusi Penyeberangan di atas Air

12. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair

13. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Sedangkan dalam retribusi perizinan
tertentu, mengingat fungsi perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka dalam dasarnya pemberian
izin pada pemerintah daerah tidak wajib dipungut retribusi, akan tetapi untuk
melaksanakan fungsi tersebut.

Pemerintah daerah mungkin masih kekurangan dana yang tidak selalu dapat
dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah sebagai akibatnya terhadap

perizinan tertentu masih dipungut retribusi (Setiono, 2018).

Menurut Andriansyah (2014), jenis — jenis retribusi perizinan terdiri dari :
1. Retribusi I1zin Mendirikan Bangunan

2. Retribusi Izin Trayek

3. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

4. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
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5. Retribusi Izin Gangguan
6. Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan
9. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak yang didasarkan pada penyedia pelayanan
hotel ataupun bangunan khusus yang sudah disiapkan bagi orang atau tamu supaya
dapat menginap, memakai fasilitas, mendapatkan setiap pelayanan serta fasilitas
hotel lainnya dengan dikenakan tarif tertentu (Luwunaung, 2020). Pengenaan pajak
hotel tidak mutlak pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal
ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah di
setiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, pemungutan pada suatu daerah
kabupaten/kota, terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah

berkaitan dengan biaya operasional hotel (Senduk, 2020).

10. Pajak Restoran

Restoran merupakan tempat penyediaan makanan serta minuman yang
dapat dipungut biaya, yang merupakan rumah makan, kafetaria, kantin, warung,
dan sejenisnya. Berdasarkan Peraturan Perundang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Bab | Pasal 1 Nomor 22 menyatakan pajak restoran adalah bagian dari pajak
pelayanan yang disediakan oleh hotel, pada Nomor 23 menjelaskan restoran
merupakan fasilitas penyedia makanan ataupun minuman dengan pemungutan
pembayaran yang mencakup cafetaria, rumah makan, warung, kantin, bar dan
sejenisnya termasuk jasa catering maupun jasa boga. Perihal dalam pemungutan
pajak restoran terdapat beberapa terminologi yaitu pengusaha restoran, restoran,
pembayaran, bon penjualan dan tarif pajak restoran yang ditetapkan sebesar 10%

(Luwunaung, 2020).
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Pengertian restoran atau rumah makan menurut Keputusan Departemen
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVV105/MPPT-85 tentang
Peraturan Usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan
pengusaha jasa pangan adalah suatu usaha usaha penyedia jasa pelayanan makanan
dan minuman yang dikelola secara komersial. Sedangkan menurut peraturan
Menteri Kesehatan Rl No.304/Menkes/Per/89 tentang pesyaratan rumah makan
yang dimaksud adalah suatu jenis usaha pangan yang memiliki tempat disebagian
atau seluruh bagunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan dalam proses pembuatan, penyimpanan, penjualan makanan dan
minuman bagi umum di tempat usahanya (Fadly, 2020).

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima
atau seharusnya diterima pihak restoran atas pelayanan yang disediakan. Pajak
restoran dikenakan terhadap dua jenis restoran, yaitu rumah makan menggunakan

Bill dan rumah makan penetapan (Aprialdi, 2017).

11. Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Bab | Pasal 1 Nomor 24 pajak hiburan adalah pajak atas
penyelenggaraan hiburan dan Nomor 25 menjelaskan hiburan adalah semua jenis
pertunjukan, tontonan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
pungutan pembayaran. Wajib pajak pada pajak hiburan adalah orang pribadi atau
badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah
jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara
hiburan yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan penetapannya didasarkan

atas peraturan daerah. Objek pajak hiburan yakni jasa penyelenggaraan hiburan
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dengan dipungut bayaran yaitu diantaranya tontonan film, pagelaran pameran,
kesenian, karaoke, diskotik, sirkus, pusat kebugaran, busana, kontes, klub malam,
permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap atau spa, pertandingan olahraga dan
lain-lain. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak

hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Luwunaung, 2020).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Mardiana (2021) yang berjudul Analisis Kontribusi Pendapatan
Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar
menjelaskan bahwa hasil penelitiannya Pendapatan sektor pariwisata dari PHR dan
retribusi tempat rekreasi dan olah raga di Kabupaten Gianyar mempunyai
kontribusi yang sangat tinggi terhadap pendapat asli daerah hingga mencapai rata-
rata 47,71 persen. Pendapatan sektor pariwisata dari PHR dan retribusi tempat
rekreasi dan olah raga secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun anggaran 2002 - 2017. Pendapatan sektor
pariwisata dari PHR secara parsial berpengaruh positif serta signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2002 -2017.
Pendapatan sektor pariwisata dari retribusi tempat rekreasi dan olah raga secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Gianyar Tahun anggaran 2002-2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanipah tahun 2015 dengan judul Pengaruh
efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan
asli daerah (studi kasus di Kota Bandung periode 2009-2013) memaparkan hasil
penelitian berupa efektivitas, efisiensi dan kontribusi pajak kendaraan bermotor

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung
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ditandai dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang jauh dibawah taraf
signifikansi 0,05, dengan demikian ada pengaruh yang besar dihasilkan oleh ketiga
variabel independen tersebut terhadap variabel dependen ditandai dengan
meningkatnya masing-masing perhitungan rasio efektivitas, efisiensi dan
kontribusi.

Penelitian Shofiatul Mila et all.,(2021) dengan judul Analisis Efektivitas
dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang menyatakan bahwa
sesuai hasil analisis data, maka dirangkum efektivitasnya berpengaruh positif
terhadap pendapatan asli daerah serta kontribusinya juga berpengaruh positif
terhadap PAD sehingga memberikan dampak semakin meningkatnya penerimaan
pendapatan asli daerah Kabupaten Batang disebabkan adanya upaya inovasi dari
SAMSAT yang memberikan alternatif dalam memberikan layanan pembayaran
pajak.

Selanjutnya, penelitian Kritianti (2017) dengan judul Efektivitas Pajak
Hotel, Efektivitas Pajak Restoran, Kontribusi Pajak Hotel, Kontribusi Pajak
Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganyuk Tahun 2013-2016
memberikan hasil bahwa efektivitas pajak hotel, pajak restoran, kontribusi pajak
hotel dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah memberikan
pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa
variabel independen memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD.

Penelitian yang dilakukan Lasmini (2019) berjudul Pengaruh Efektivitas
dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016 menjelaskan efektivitas pajak hotel
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berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang menjelaskan
bahwa jika efektivitas mengalami kenaikan maka PAD juga akan ikut meningkat.
Hasil ini memberikan gambaran nilai positif yang ditunjukkan pengaruh efektivitas
pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah berbanding lurus atau disebut linear.
Sehingga dapat dikatakan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sleman
dikategorikan sudah efektif.

Berikutnya Wahyuni et all.,(2020), Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi
Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
menunjukkan rasio kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap
pendapatan asli daerah yang mana angka positif yang diperlihatkan
mengindikasikan ketika kontribusi pajak daerah meningkat maka pendapatan asli
daerah tentu juga meningkat secara signifikan ataupun sebaliknya.

Sukmawati (2020), penelitiannya yang berjudul Pengaruh Kontribusi Pajak
Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung.
Dalam hasil penelitian terlihat bahwa kontribusi atas pajak reklame dan pajak
restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah sebesar 35,2% artinya
diketahui bahwasannya semakin tinggi atau baik penerimaan pajak reklame dan
pajak restoran akan berbanding lurus terhadap peningkatan pendapatan asli daerah
Kota Bandung.

Selanjutnya seperti penelitian Aznenda (2017) memberikan hasil berupa
dari penelitian yang dilakukan berjudul Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak
Hotel dan Pajal Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Kota Batam
Tahun 2012-2014 menyatakan adanya pengaruh atas kontribusi penerimaan pajak

hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah yang bermakna semakin
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meningkatnya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran maka semakin meningkat
penerimaan pendapatan asli daerah.

Penelitian Gunawan (2018) berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Aceh Timur menyatakan bahwa efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah
memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Rata-rata
efektivitas pajak daerah Kabupaten Aceh Timur tahun 2011-2015 sangat efektif
sebesar 111,78% dengan asumsi kinerja Pemerintah dinilai sangat baik dan relevan
dikarenakan target pajak daerah yang menjadi tujuan tercapai. Dan rata-rata
efektivitas retribusi Kabupaten Aceh Timur 2011-2015 sebesar 83,36% tergolong
hanya sebatas cukup efektif dikarenakan masih belum maksimalnya penggalian
potensi terhadap retribusi daerah tersebut. Hasil ini menunjukkan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dinilai sangat baik karena target pajak dan

retribusi yang ingin dicapai terealisasikan.

C. Penurunan Hipotesis
1. Efektivitas Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan teori efektivitas dapat menjelaskan efektivitas yang mana
menjelaskan efektivitas merupakan ukuran kualitas output (Puspitasari, 2014).
Ketika mengukur efektivitas menggunakan teori stewardship maka pemerintah
daerah sebagai pihak pengelola dapat mengetahui apakah suatu investasi akan
berguna sehingga dapat dikaitkan dalam upaya pengumpulan PAD ditimbulkan
suatu hubungan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara realisasi PAD
terhadap potensi efektivitasnya. Sehingga untuk pengukuran PAD jika persentase

efektivitas diatas 100% maka tingkat efektivitasnya semakin baik yang juga
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diartikan sebagai semakin tinggi tingkat efektivitas dari sektor pariwisata akan
berpengaruh terhadap peningkatan realisasi pendapatan asli daerah (Mahmudi,
2011).

Menurut penelitian terdahulu, Mardiana (2021) memaparkan sektor
pariwisata dari pajak hotel, hiburan dan restoran dan tempat rekreasi dan olah raga
secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
Kabupaten Gianyar tahun 2002-2017. Secara parsial pendapatan sektor pariwisata
memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Gianyar.

Selanjutnya penelitian Utami (2021) menjelaskan penelitiannya yang
berjudul Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan bahwa variabel independennya
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan angka efektivitas sebesar
90,52% yang dikategorikan efektif.

Penelitian Gunawan (2018) bahwa efektivitas pajak daerah dan retribusi
daerah memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah dengan
rata-rata efektivitas senilai 111,78% dan 83,36% dalam kategori sangat efektif dan
cukup efektif. Hal ini menunjukkan semakin naik efektivitas pajak daerah dan
retribusinya maka akan semakin meningkat pendapatan asli daerah. Berdasarkan
teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

Hi: Terdapat hubungan positif antara efektivitas sektor pariwisata dengan PAD.
2. Efisiensi Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah
Menurut Dwiyanto (2006), efisiensi merupakan kemampuan suatu unit

usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan yang selalu dikaitkan dengan tujuan
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organisasi yang harus dicapai oleh suatu lembaga. Semakin efisien sektor
pariwisata maka dapat menutup untuk biaya operasional sehingga dapat
menggambarkan sudah baik atau tidaknya dalam pengaplikasian pengelolaan
pungutannya.

Menurut Jaya et all., (2019) menjelaskan tingkat efiensi peneriman pajak
hotel tahun 2013-2017 masuk dalam kategori sangat efisien dengan rata-rata
sebesar 47,87% Hasil pengujian hipotesis variabel efisiensi pajak hotel atau
variabel menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif serta signifikan terhadap
variabel dependen yakni pendapatan asli daerah ini menjelaskan bahwa variabel
independen tentu memberikan kenaikan atau peningkatan jumlah nilai pendapatan
asli daerah Kota Batam. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hipotesis
dari penelitian ini adalah:

H2 : Terdapat hubungan positif antara efisiensi sektor pariwisata dengan PAD.
3. Kontribusi Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah

Menurut teori kontribusi, kontribusi retribusi adalah seberapa besarnya
pengaruh atau peran serta realisasi penerimaan terhadap pendapatan asli daerah.
Diberlakukannya penelitian ini menggunakan teori stewardship pemerintah daerah
sebagai lembaga pengelola, ketika suatu daerah dapat menigkatkan kontribusi
PAD-nya tanpa membawa pengaruh negatif maka daerah tersebut dapat di
kategorikan mampu dalam peningkatan kemandirian fiskalnya. Semakin besar
kontribusi maka semakin besar peranan yang diberikan terhadap objek penelitian

serta menunjukkan potensi dalam menyumbangkan pemasukan. Dalam penelitian
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ini semakin tinggi tingkat kontribusi sektor pariwisata maka semakin besar
penerimaan pendapatan asli daerah.

Teori ini sesuai dengan beberapa penelitian yaitu Menurut Memah (2013),
menyatakan secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada
tahun 2007-2011 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat
mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Menurut penelitian yang dilakukan Ersita (2016) menyatakan Kontribusi
penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Provinsi Sulawesi Utara pada tahun
2011 sampai 2013 mengalami perkembangan sampai 8%. Kemudian pada 2013
sampai 2014 kontribusi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan
kembali sebesar 8%, namun 2015, kontribusi penerimaan retribusi daerah
mengalami penurunan dikarenakan menurunnya penerimaan retribusi jasa usaha
dan perizinan tertentu. Hasil persentase rata-rata penerimaan retribusi dalam
rentang interval memberikan kontribusi kategori sedang. Begitu juga menurut
Kristiani (2019) dalam penelitiannya menyatakan variasi perubahan nilai variabel
bebas kontribusi pajak restoran dapat menjelaskan variabel terikat yaitu pendapatan
asli daerah yang dimaknai bahwa semakin besar hasil kontribusi pajak restoran
maka peranannya semakin besar terhadap PAD berlaku begitupun sebaliknya.

Menurut Mardiana (2021) memaparkan kontribusi pendapatan sektor
pariwisata selama delapan belas tahun otonomi daerah berlangsung menunjukkan
kontribusi yang dominan dengan rata-rata 44,71 persen, dimana pendapatan sektor
pariwisata dari pajak yaitu PHR menunjukkan angka kontribusi yang besar dengan
rata-rata 40,63 persen. Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan dalam

menunjang dan mendorong perolehan pendapatan asli daerah yang menunjukkan
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rata-rata kontribusi PHR kontribusi pendapatan sektor pariwisata yang selama
otonomi daerah sebesar 47,71 persen. Sesuai teori dan penelitian terdahulu,
hipotesis dari penelitian ini adalah

Hs : Terdapat hubungan positif antara kontribusi sektor pariwisata dengan PAD.

D. Kerangka Konseptual

Variabel Independen Variabel Dependen
Efektivitas (X1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y1)
Efisiensi (X2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y1)
Kontribusi (X3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y1)
E. Hipotesis

Berdasarkan dari penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H1 : Terdapat hubungan positif antara efektivitas sektor pariwisata dengan PAD.
H2 : Terdapat hubungan positif antara efisiensi sektor pariwisata dengan PAD.

H3 : Terdapat hubungan positif antara kontribusi sektor pariwisata dengan PAD.
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BAB V

PENUTUP

ii. Kesimpulan

Penelitian ini untuk menguji secara analisis pengaruh efektivitas, efisiensi
dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil temuan
penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa :

1. Efektvitas sektor pariwisata Kota Bukittinggi memiliki tingkat efektivitas rata-
rata sebesar 88% tergolong kategori cukup efektif, memiliki hubungan linear
sempurna negatif terhadap pendapatanasli daerah.

2. Efisiensi sektor pariwisata Kota Bukittinggi memiliki tingkat efisiensi rata-rata
sebesar 14% tergolong kategori efisien, memiliki hubungan linier sempurna
positif terhadap pendapatan asli daerah.

3. Kontribusi sektor pariwisata Kota Bukittinggi memiliki tingkat kontribusi rata
rata sebesar 43% tergolong kategori berkontribusi baik, memiliki hubungan

linier sempurna terhadap pendapatan asli daerah.

B. Keterbatasan
Meskipun peneliti telah berusaha mengembangkan dan merancang
penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan
penelitian ini yaitu:
1. Keseluruhan data terkait dengan penelitian ini diperoleh langsung dari Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi secara offline melalui
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berbagai tahapan sesuai SOP disesuaikan dengan dinas terkait, data tersebut
diasumsikan benar sesuai kenyataan di lapangan.

2. Kegiatan mengolah dan menganalisis data dalam menjawab rumusan masalah
efektivitas, efisiensi dan efektivitas terhadap pendapatan asli daerah peneliti
melakukan penyesuaian rumus dalam aplikasi pengolahan data yang digunakan.

3. Rendahnya koefisien determinasi efektivitas dan kontribusi sehingga
memberikan sumbangan komponen yang cenderung kecil sehingga sulit

menjelaskan hubungan terhadap variabel dependen.

C. Saran
Penulis menyadari masih adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka
penelitian ini masih dalam kategori belum sempurna. Namun demikian
penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada seluruh pihak. Berdasarkan
hasil pembahasan serta kesimpulan diatas, maka penulis berkesempatan untuk
memberikan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah
Pemerintah Kota Bukittinggi lebih khusus dalam meningkatkan
ataupun mempertahankan pengawasan terhadap efektivitas, efisiensi dan
kontribusi sektor pariwisata agar tidak mengalami fluktuasi untuk tahun-
tahun berikutnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan yakni Pemerintah
harus tetap memperhatikan konsistensi yang selaras dengan tren (rasio) yang
cenderung masih fluktuasi dan perlunya peningkatan efektivitas, efisiensi
dan kontribusi melalui pemberdayaan potensi daya tarik wisata dengan
memperbanyak kegiatan di spot pariwisata yang mengundang minat

wisatawan datang yang membuat peningkatan realisasi penerimaan sektor
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pariwisata serta lebih ketat lagi terhadap penertiban retribusi izin usaha
bidang pariwisata, pajak hotel, pajak hiburan ataupun pajak restoran yang
masih belum terdaftar atau disebut dengan ekstentifikasi sehingga akan
menambah peningkatan pemasukan serta kelengkapan data keuangan untuk
sektor pariwisata yang tentunya akan berdampak terhadap pendapatan asli
daerah.

2. Bagi Peneliti Lainnya

a. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperluas jangkauan populasi
dan sampel penelitian dengan sektor lain yang menjadi pendukung
pendapatan asli daerah.

b. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain
yang berpotensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen yaitu pendapatan asli daerah.

c. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat membahas korelasi antar variabel
independen supaya lebih mendalami dan membahas terkait perbedaan rata-

rata antar variabel independen tersebut.
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